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GEOPOLITIK INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Kompetensi

1. Mengenali masalah-masalah strategis dalam politik, strategi
nasional dan geopolitik

2. Mengambil keputusan mengenai hal-hal yang strategis bagi
kepentingan publik yang terkait dengan politik, strategi nasional
secara rasional (proaktif, kreatif, kritis, antisipatif)

Indikator

Dengan mempelajari materi politik dan strategi nasional,
mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan latar belakang politik dan strategi nasional
2. Memecahkan permasalahan politik, strategi nasional dan geopolitik

Daftar Istilah Kunci

1. Dekonsentralisasi, pada hakekatnya bentuk desentralisasi yang
kurang ekstensif, hanya sekedar pergeseran beban kerja dari kantor-
kantor pusat departemen ke pejabat staff tanpa wewenang untuk



memutuskan

2. Delegasi, bentuk lain dari desentralisasi adalah delegasi pembuatan
keputusan dan kewenangan manajemen untuk melaksanakan
fungsi-fungsi publik tertentu dan hanya dikontrol oleh departemen-
departemen pusat.

3. Devolusi, merupakan desentralisasi politik (political decentraliza-
tion) yang memberi kewenanngan politik kepada daerah

B. WILAYAH SEBAGAI RUANG HIDUP

1. Geopolitik Indonesia

Geopolitik Indonesia adalah Wawasan nusantara merupakan cara

pandang dan sikap Bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya
yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan per-
satuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati
kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai
tujuan nasional.

1.
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Kedudukan

Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional Bangsa Indonesia
merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat
agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya
mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan
demikian, wawasan nusantara menjadi landasan visional dalam
menyelenggarakan kehidupan nasional.

Fungsi

Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorong-
an, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan,
keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di
tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh Rakyat Indonesia
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
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3. Tujuan

Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang
tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih meng-
utamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu,
kelompok, golongan, suku bangsa ataupun daerah. Hal tersebut
bukan berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan individu,
kelompok, suku bangsa, ataupun daerah. Kepentingan-kepentingan
tersebut tetap dihormati, diakui dan dipenuhi selama tidak ber-
tentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan
masyarakat banyak. Nasionalisme yang tinggi di segala bidang
kehidupan demi tercapainya tujuan nasional tersebut merupakan
pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat
kebangsaan dalam jiwa Bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman
dan penghayatan Wawasan Nusantara.

ASAS WAWASAN NUSANTARA

Asas Wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau
kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan
diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk Bangsa
Indonesia (suku bangsa atau golongan) terhadap kesepakatan bersama.
Harus disadari bahwa jika asas wawasan nusantara diabaikan, kom-
ponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan
bersama tersebut, yang berarti bahwa tercerai-berainya bangsa dan
negara Indonesia.

Asas wawasan nusantara terdiri atas: kepentingan yang bersama,
tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan
kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya
persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan.

SASARAN IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA

Sebagai cara pandang dan visi nasional Indonesia, Wawasan
Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi
setiap individu Bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara
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tuntutan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu
implementasi atau penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada
pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan
kepentingan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia daripada
kepentingan pribadi atau kelompok sendiri. Dengan kata lain wawasan
nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap,dan
bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi atau menangani
berbagai permasalahan menyangkut kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Implementasi

2. Prospek Implementasi Geopolitik Indonesia

Dewasa ini kita menyaksikan bahwa kehidupan individu dalam
bermasyarakat, berbangsa, dan dalam bernegara sedang mengalami
perubahan. Dan kita juga menyadari faktor utama yang mendorong
terjadinya proses perubahan tersebut adalah nilai-nilai kehidupan baru
yang dibawa oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya.
Apabila kita menengok sejarah kehidupan manusia dan alam semesta,
perubahan dalam kehidupan itu adalah suatu hal yang wajar, alamiah.
Dalam dunia ini, yang abadi dan kekal itu adalah perubahan. Berkaitan
dengan wawasan nusantara yang sarat dengan nilai-nilai budaya bangsa
dan dibentuk dalam proses panjang sejarah perjuangan bangsa, apakah
wawasan Bangsa Indonesia tentang persatuan kesatuan itu akan hanyut
tanpa bekas atau akan tetap kokoh dan mampu bertahan dalam terpaan
nilai global yang menantang wawasan persatuan bangsa? Tantangan
itu antara lain adalah pemberdayaan rakyat yang optimal, dunia tanpa
batas, era baru kapitalime dan kesadaran warga negara.

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Dekla-
rasi tanggal 13 Desember 1957 mengajukan NKRI perlu laut wilayah
(territory water) selebar 12 mil laut dari Garis Pangkal/Garis Dasar (Base
Line) atas dasar “Point to point theory”. Dengan demikian laut antar
pulau menjadi perairan pedalaman (internal waters). Selanjutnya laut
wilayah dan laut pedalaman dikenalkan sebagai laut nusantara.
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Sebagai akibat konvensi hukum laut timbul bermacam tipe per-
airan, hal ini tidak terlepas karena perhatian orang yang besar pada
laut. Untuk itu dibahas beberapa masalah yang menyangkut hukum
laut:

1. Laut Teritorial/Laut Wilayah (Territorial Sea). wilayah laut yang
lebarnya tidak melebihi 12 mil dari garis pangkal/garis dasar (base
line). Garis dasar adalah garis yang menghubungkan titik-titik
terluar pulau terluar.

2. Perairan pedalaman (Internal waters): wilayah laut sebelah dalam
dari daratan/sebelah dalam dari GP. Negara pantai mempunyai
kedaulatan penuh.

3. Zona Tambahan (Contiguous Zone): wilayah laut yang lebarnya
tidak boleh melebihi 12 mil dari Laut Teritorial, merupakan
wilayah Negara Pantai untuk melakukan pengawasan pabean,
fiskal, imigrasi, sanitasi dalam wilayah laut territorial.

4. Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone): wilayah laut
yang tidak melebihi 200 mil dari GP. Negara yang bersan.gkutan
mempunyai hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploi-
tasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati perairan.

5. Landas Kontinen (Continental Shelf): wilayah laut negara pantai
meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, terletak di luar laut
teritorial sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah. Jarak
200 mil GP atau maksimal 350 mil, atau tidak melebihi 100 mil
dari kedalaman 2.500 m. :

6. Laut Lepas (High Seas) dikenal pula sebagai laut bebas/laut
Internasional: Wilayah laut > 200 mil dari Garis Pangkal.

Dengan adanya ketentuan di atas negara lain menuntut beberapa
hak—yang sebenarnya adalah jaminan—dari negara kepulauan:

1. Lintas: berlayar/bernavigasi melalui laut teritorial, termasuk masuk
dan keluar perairan pedalaman untuk singgah di salah satu
pelabuhan.
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2. Lintas Damai: bernavigasi melalui laut teritorial suatu negara
sepanjang tidak merugikan kedamaian, ketertiban, atau
keamananan negara yang bersangkutan.

3. Lintas Transit: bernavigasi melintasi pada selat yang digunakan
untuk pelayaran internasional antara laut lepas/ZEE yang satu
dan laut lepas/ZEE yang lain.

4. Alur Laut Kepulavan:

a. Alur yang ditentukan oleh negara kepulauan untuk alur laut
dan jalur penerbangan diatasnya yang cocok digunakan untuk
lintas kapal dan pesawat terbang asing.

b. Alur ditentukan dengan merangkai garis sumbu pada peta,
kapal dan pesawat terbang tidak boleh melintas lebih dari 25
mil kiri/kanan dari garis sumbu

5. Laut Lepas:

a. semua bagian laut yang tak termasuk laut territorial, perairan
pedalaman maupun ZEE. »

b. laut terbuka untuk semua negara baik berpantai maupun tidak
berpantai.

¢. dalam laut lepas semua negara berhak berlayar, terbang, riset
ilmiah dan menangkap ikan.

C. OTONOMI DAERAH

1. Arti dan Makna Otonomi Daerah

Penyelenggaraan negara secara garis besar diselenggarakan
dengan dua sistem yakni sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi.
Sistem sentralisasi jika urusan yang bersangkutan dengan aspek
kehidupan dikelola di tingkat pusat. Pada hakekatnya sifat sentralistik
itu merupakan konsekuensi dari sifat negara kesatuan.

Perdebataan penyelenggaraan negara yang sentralistik yang diper-
tentangkan dengan desentralisasi sudah sangat lama diperbincangkan,
namun sampai sekarang isu tentang penyelenggaraan negara yang
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diinginkan terus berkembang sebagaimana dikemukakan oleh Graham
(1980:219) yang menyatakan “ The old over desentralized versus central-
ized development strategies may will be dead, but the issues are still very much
alive”

Dalam perkembangan selanjutnya nampaknya desentralisasi
merupakan pilihan yang dianggap terbaik untuk menyelenggarakan
. pemerintahan, meskipun implementasinya di beberapa negara, ter-
utama di negara ketiga masih banyak mendapat ganjalan struktural,
sehingga penyelenggaraan desentralisasi politik masih setengah hati
(Abdul Wahab, 1994). ’

Sistem desentralisasi adalah sistem dimana sebagian urusan
pemerintahan diserahkan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah
tangganya. Dengan demikian daerah bertanggung jawab sepenuhnya
pengelolaan baik dari aspek perencanaan, peralatan dan pembiayaan
maupun personil dan lain-lainnya.

Desentralisasi dan otonomi didefinisikan dalam berbagai
pengertian. Rondinelli (1981) mendefinisikan desentralisasi sebagai”
as a the transfer or delegation of legal and political authority to plan, make
decision and manage public functions fron central government and its agen-
cies to field organization of those agencies, subordinate unit of government,
semi autonomous public corporations, area wide or regional development
outhorities, functional outhorities, outonomous local government, or non-
government organization ( Suatu tranfer atau delegasi kewenangan legal
dan politik untuk merencanakan , membuat kepuusan dan mengelola
fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat dan agen-agennya kepada
petugas lapangan, korporasi-korporasi publik semi otonom,
kewenangan pembangunan wilayah atau regional, pemerintah lokal
yang otonom atau organisasi non pemerintah ).

PBB pada tahun 1962 memberikan pengertian desentralisasi
sebagai berikut; pertama, dekonsentrasi yang juga disebut dekonsen-
trasi birokrasi dan administrasi. Kedua, devolusi yang sering disebut
desentralisasi demokrasi dan politik (Zauhar, 1994),
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Tingkat Desentralisasi

Abdul Wahab (1994) menjelaskan tingkat desentralisasi sebagai

berikut:

)

2)

3)
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Dekonsentralisasi, pada hakekatnya bentuk desentralisasi yang

kurang ekstensif, hanya sekedar pergeseran beban kerja dari kantor-

kantor pusat departemen ke pejabat staff tanpa wewenang untuk

memutuskan bagaimana fungsi-fungsi yang dibebankan kepadanya

harus dilaksanakan. Artinya para pejabat staff tidak diberi hal dan

kewenangan dalam perencanaan, maupun pembiayaan dan hanya

kewajiban dan tanggung jawab kepada pejabat tingkat atasnya.

Delegasi, bentuk lain dari desentralisasi adalah delegasi pembuatan

keputusan dan kewenangan manajemen untuk melaksanakan

fungsi-fungsi publik tertentu dan hanya dikontrol oleh departemen-

departemen pusat.

Devolusi, merupakan desentralisasi politik (political decentraliza-

tion) yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

(a). Diberikan otonomi penuh dan kebebasan tertentu pada
pemerintah daerah serta kontrol yang relatif kecil

(b). Pemerintah daerah harus memiliki wilayah dan kewenangan
hukum yang jelas dan berhak untuk menjalankan kewenangan
dalam menjalankan fungsi-fungsi publik dan politik atau
pemerintahan

(c). Pemerintah daerah harus dibeti corporate status dan kekuasaan
yang cukup untuk menggali sumber-sumber yang diperlukan
untuk menjalankan semua fungsinya

(d). Perlu mengembangkan pemerintah daerah sebagai institusi
dalam arti bahwa ia akan dipersiapkan oleh masyarakat di
daerah sebagai organisasi yang menyediakan pelayanan yang
memuaskan kebutuhan mereka serta sebagai satuan pemerin-
tahan dimana mereka berhak untuk mempengaruhi
keputusannya

(e). Adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan
serta koordinasi yang efektif antara pusat dan daerah.
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Menurut Lenny Golberg (1996) menyatakan bahwa devolusi
akan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:

(1). Hal yakni memperhatikan hak sipil dan kebebasan sipil
(2). Pendanaan

(3). Fleksibilitas

(4). Variasi

(5). Pemberdayaan

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan prinsip dari
desentralisasi adalah adanya pelimpahan atau penyerahan wewenang
dari pemerintah pusat (central government) kepada satuan-satuan
pemerintah di bawahnya untuk mengurus urusan rumah tangganya
sendiri.

Wewenang untuk mengurus urusan rumah tangganya sendirinya
inilah yang disebut dengan hak otonomi. Terdapat banyak pengertian
tentang otonomi berdasarkan sudut pandang masing-masing pakar,
seperti berikut: Prof Soepomo (dalam Abdullah, 2000) otonomi
sebagai prinsip penghormatan terhadap kehidupan regional sesuai
dengan riwayat, adat istiadat dan sifat-sifatnya dalam kadar negara
kesatuan RI. Price dan Mueller (2000) memandang otonomi sebagai
seberapa banyak dan luas otoritas pengambilan keputusan yang dimiliki
suatu organisasi/pemerintahan. Semakin banyak dan luas otoritas
pengambilan keputusan, maka semakin tinggi tingkat otonominya.
Otonomi juga dipersepsikan sebagai keadaan dimana masyarakat
membuat dan mengatur paraturan perundangan sendiri. The Liang Gie
(dalam Utomo, 2000) melihat dari empat sudut. pertama, sudut politik
yakni sebagai permainan kekuasaan yang dapat mengarah pada penum-
pukkan kekuasaan yang seharusnya kepada penyebaran kekuasaan
(distribution or dispersion of power), tetapi juga sebagai tindakan
pendemokrasian untuk melatih diri dalam mempergunakan hak-hak
demokrasi. Kedua, sudut teknik organisatoris sebagai cara untuk
menerapkan dan melaksanakan pemerintahan yang efisien. Ketiga,
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sudut kultural adalah perhatian terhadap keberadaan atau kekhususan
daerah. Keempat, sudut pembangunan, otonomi secara langsung
memperhatikan dan memperlancar serta meratakan pembangunan.

Manfaat Desentralisasi

Banyak manfaat yang dapat dipetik dalam politik desentralisasi,
sebagaimana yang dikemukakan beberapa pakar sebagai berikut:

Rondinelli (1981) menjelaskan bahwa beberapa manfaat dari
desentralisasi antara lain sebagai berikut:

a. Desentralisasi merupakan sarana untuk memangkas sejumlah ‘red
tape’ dan prosedur yang terlalu kaku yang biasanya merupakan
ciri perencanaan dan manajerial di negara sedang berkembang,
sebagai akibat dari terlalu menumpukkan kekuasaan, kewenangan
dan sumber-sumber pada pemerintah pusat.

b. Desentralisasi akan memungkinkan penetrasi politik dan
administrasi atas kebijakan pemerintah nasional/pusat hingga ke
daerah-daerah pelosok/terpencil, dimana rencana pemerintah pusat
sering tidak diketahui dan diabaikan oleh orang-orang desa atau
digerogoti oleh elite-elite lokal dan dukungan terhadap rencana
pembangunan nasional sering amat buruk.

c. Desentralisasi memungkinkan terwakilinya berbagai kelompok
politik, keagamaan, kesukuan/etnis dalam proses pembuatan
keputusan pembangunan, sehingga memberikan peluang
terciptanya keadilan dari alokasi sumber-sumber dan investasi
pemerintah.

Instrumen Desentralisasi

Sebagaimana telah dikemukakan di muka desentralisasi tidak
hanya sekedar desentralisasi administrasi, untuk itu perlu instrumen-
instrumen sebagai berikut:

a. Harus ada ruang selain institusi negara (bukan politik yang mono-
litik), artinya dalam pelaksanaan desentralisasi dimungkinkan
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adanya ruang publik yang bebas (free public sphere) yang me-
mungkinkan publik mengakses informasi, dan bebas membicara-
kan isu-isu yang menyangkut kepentingan bersama yang dikenal
dengan wacana publik (public discourse) seperti menyatakan
pencapat, mengartikulasikan kepentingan, melakukan protes,
memilih pimpinan atau perwakilan rakyat. Dengan demikian
masyarakat mempunyai kemampuan mengakses kegiatan-kegiatan
publik, mereka berhak melakukan kegiatan secara merdeka di
dalamnya, termasuk menyampaikan pendapat secara lesan atau
tulisan.

b. Harus memungkinkan lahirnya institusi non pemerintah (organisasi
non pemerintah) yang merdeka atau civil society. Civil society dipahami
sebagai mengurangi dominasi negara terhadap masyarakat.
Pengurangan dominasi dimaksudkan untuk menyetarakan
hubungan masyarakat dengan negara sehingga negara tidak supe-
rior dan masyarakat inferior.

c. Munculnya Non-Government Organizations dan Grass Root Organi-
zations (NGOs dan GROs)

Sebagaimana dikemukakan oleh Uphoff (1996) bahwa dalam
proses pemerintahan akan sangat efektif jika melibatkan sektor-sektor:
pertama pemerintah, kedua swasta dan sektor ketiga NGOs/GROs.
Sektor I merupakan mekanisme birokrasi yang menjalankan keputusan
elit politik yang lebih atas, peran pemerintah sebagaimana dikemukakan
Osborne bukan steering namun rowing. Sektor II, menjalankan
mekanisme pasar (market) yang menyangkut investasi dan harga,
dimana keputusan ada pada individu tanpa referensi keuntungan
merupakan kebaikan publik. Sektor III, tanggungjawab terletak pada
para sukarelawan untuk terlibat dalam tawar menawar, diskusi,
koordinasi untuk membujuk keputusan yang diambil, demi
kepentingan kelompok masyarakat.Dengan demikian memungkinkan
peran swasta maupun NGOs untuk aktif ikut serta dalam mencapai
tujuan pemerintahan.
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Pembagian Kewenangan (UU no 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah)
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Kewenangan Pemerintah (ps 10 ayat (3)) :

politik luar negeri;

pertahanan;

keamanan;

yustisi;

moneter dan fiskal nasional; dan

agama

Kewenangan Wajib Pemerintah Daerah Provinsi (ps 13)

_perencanaan dan pengendalian pembangunanan

perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
penyediaan sarana dan prasarana umum,;

penanganan bidang kesehatan;

penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya masusia
potensial;

penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah
termasuk lintas kbupaten/kota;

pengendalian lingkungan hidup;

pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;

. pelayanan administrasi umum pemerintahan;

pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabu-
paten/ kota;

penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat di-
laksanakan oleh kabupaten/kota; dan

urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perun-dang-
undangan.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota (pada dasar-
nya sama namun dalam skala kabupaten/kota, ps 14):
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perencanaan dan pengendalian pembangutnanan;

perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
penyediaan sarana dan prasarana umum,;

- penanganan bidang kesehatan;

penyelenggaraan pendidikan;

penanggulangan masalah sosial;

pelayanan bidang ketenagakerjaan;

fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
pengendalian lingkungan hidup;

pelayanan pertanahan,

pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;

. pelayanan administrasi umum pemerintahan;

pelayanan administrasi penanaman modal;

penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan

urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan.

Kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya
alam dan sumber daya lainnya di wilayah laut meliputi (ps 18):
eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan laut;
pengaturan administrasi;

pengaturan tata ruang,

penegakan hukum terhadap peraturn yang dikeluarkan oleh daerah
atau yang dilimpahklan kewenganannya oleh Pemerintah,;

ikut serta pemeliharaan keamanan; dan

ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Sedangkan batas wilayahnya adalah paling jauh 12 mil laut diukur
dari garis pantai kerah laut lepas dan 1/3 nya menjadi kewengan daerah
kabupaten/kota.
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LATIHAN

1. Bandingkan implementasi politik strategi nasional pada era orla,
orba dan orde reformasi!

2. Bagaimana hubungan antar gatra dalam wawasan nusantara?Coba

saudara analisis

apa implikasi pelaksanaan otonomi daerah terhadap NKRI

4. berbagai kasus konflik antar daerah tentang wilayah perbatasan
yang memiliki aset, menunjukkan pelaksanaan otoda perlu ditinjau
secara politik, coba saudara evaluasi praktek pelaksanaan otoda
di daerah saudara

5. bagaimana pendapat anda tentang keberadaan pulau-pulau kecil
yang belum berpenghuni, apa yang seharusnya dilakukan
pemerintah untuk mengelola pulau-pulai di Indonesia

W
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